BAB 11
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Pidana adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-
undangan yang telah dibuat oleh lembaga Negara yang dalam
penegakkannya disertai ancaman yang bersifat khusus berupa perampasan
hak.3? Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat
khusus yang diatur diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian
yaitu ‘’penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan,
dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.)

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni
corruption atau corruptsyang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin
dalam bahasa inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa
Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa belanda disalin menjadi
istilah corruptie.Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa
Indonesia menjadi kata “korupsi”.®3Arti harfiah dari kata korupsi ialah
kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang

menghina, atau memfitnah.

32Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 10.
33Adami Chazawi, op.cit, him. 1.
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Korupsi menurut Black Law Dictionary adalah:3*

Corruption an act done with an intent to give some
advantageinconsistent with official duty and the rights of others.
The act of anofficial or fiduciary person who unlawfully and
wrongfully uses hisstation or character to procure some benefit for
himself or foranother person, contrary to duty and the rights of
others. (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud
untukmendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan
dengantugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu
perbuatandari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang
manadengan  melanggar hukum dan penuh  kesalahan
memakaisejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain
yangbertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.)

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers yang
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni
yangmenyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan
manipulasidi bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan
umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain

berbunyi:*®

financial manipulations and deliction injurious to the economy
areoften labeled corrupt. The terms is often applied also to
misjudgements by officials in the public economies. Disguised
payment in form of gifts, legal fees, employment, favors to
relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the
public and welfare, with or without the implied payment of money,
is usually considerd corrupt. Political corruption is electoral
corruption include purchase of vote wih money, promises of office
or special favors, coercion, intimidation, and interference with
administrative of judicial decision, or governmental appointment.
(manipulasi  dan  keputusan  mengenai  keuangan yang
membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan

34Chaerudin, DKk, op.cit, hal 2.
%Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 8-9.
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korupsi. Istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan
ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian
umum. Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah,
ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak
keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang
merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau
tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan
korupsi. Korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh
suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus,
paksaan,intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan
memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam
legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut
pemerintahan).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan
merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral,
sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur
pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke

dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan
wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi
keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan
pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara
dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal
(misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk
memperkaya diri sendiri.®®

% Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 80.
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Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek,

bergantung pada disiplin ilmu. Sebagaimana dikemukakan oleh

Benveniste, korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai

berikut.

1.

Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya
kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya
bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para
anggota organisasi.

Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan
regulasi tertentu.

Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang
dimaksud untuk memperoleh  keuntungan pribadi, melalui
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun

discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.*’

Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga dibelahan dunia yang

lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus

dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala

ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang

ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagali

him. 23.

$’Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
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kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga

terhadap kehidupan antar Negara.

. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar
hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang
diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di
dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat
penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya
tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin
yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum
bahwadelik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).*®

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

81.

38Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, . 2007, HIm.

39Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 92.
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waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan*®

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan
atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum
Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab*!

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu
merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun
akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).*?

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah tindakan atau kegiatan yang
dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan
tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan
orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya dan perbuatannya

dan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di

4Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2001, him. 22.

4141 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, him.20.

“2ibid
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tangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-
peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana
yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya
tidak sanggup untuk menjangkaunya. Di indonesia tindak pidana korupsi
diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini
sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat
memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi
masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif
setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan,
perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Dari sudut pandang undang-undang tindak pidana korupsi,
kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagaiberikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang
sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi

lainnya:

1. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
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2. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
3. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang

4. Menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang
dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu
keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri
dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang
yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan.
Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal
ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya Kkita

harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengenakan suatu tindak pidana maka harus dipenuhi
syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan
unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila
perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana
(strafbaarfeit).

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat
dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, Yyaitu unsur-unsur
subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif”
adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud
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dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si
pelaku itu harus dilakukan.*®

Bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang
itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut** :

1. Harus ada Perbuatan Manusia

Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak
pidana. dengan demikian pelaku atau subyek tindak pidana itu
adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan
“barang siapa’’ didalam ketentuan undang-undang pidana
perkataan “’seorang ibu’’, “’seorang dokter’’, ‘’sesorang
nahkhoda’’ dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana
dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana
haruslah ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP

subyek tindak pidana tidak hanya manusia juga suatu korporasi

2. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan

didalam ketentuan undang-undang

Makusdnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau

disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya

43 | Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, him.
55.

4Buchari Said, Hukum Pidana Materil, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, 2015. HIm.
52-53.
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melanggar pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pasal tersebut
haruslah seluruhnya terpenuhi, apabila salah satu unsur pasal
tidak terpenuhi maka itu tidak dapat dikatakan sebagai

perbuatan tindak pidana.

. Adanya Kesalahan

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap
seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak
pidana, akar. Tetapi harus pula adanya ‘’kesalahan’’ atau
“’sikap bathin’’ yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan.
Asas “’kesalahan’’ merupakan azas fundamental dalam hukum
pidana. Kesalahan atau schuld berarti suatu perilaku yang tidak
patut secara obyektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan

adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan

memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan

yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Unsur-unsur tindak

pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
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negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20
(dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah
dan paling banyak satu milyar rupiah.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup,
ataupidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh
juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK

tersebut sebagai berikut:

=

&

Setiap orang;

Secara melawan hukum;

Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu
korporasi;

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur

deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatukorporasi;

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanyakarena jabatan atau kedudukan;

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara.Negara.
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D. Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan
sebagai pelaku tindak pidana. Undang - Undang No. 31 Tahun 1999
menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3
diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara Kkhusus
didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri,

sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UU TPK 1971 vyaitu
“’Pegawai Negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi
juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
Negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu
badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara
atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal

dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.’’*°

Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 2 UU PTPK 1999 Jo.

UU No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :

“Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, HIm. 71.
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Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang tentang Kepegawaian;

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara
atau daerah;

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau

masyarakat.

Sedangkan penyelenggara Negara dirumuskan dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepostisme.Penyelenggara negara meliputi :

a.

b.

C.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

Menteri;

Gubernur;

Hakim;

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangan yang berlaku; dan
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g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanganyang berlaku.

2. Korporasi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah
ditentukan bahwa korporasi adalah subyek delik. Artinya, selain
dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau
memberi perintah, korporasinya sendiri dapat
dipertanggungjawabkan. Konsep pengaturan korporasi sebagai
subjek hukumpidana, dapat dikemukakan bahwa didalam
ketentuan KUHP yang digunakan saatini masih menganut bahwa
suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (naturalijk
person).*®Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP yang
isinya:

Dalam  hal menentukan  hukuman karena
pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu
pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan

atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran
itu telah terjadi diluar tanggungannya.

Hukum pidana khusus (hukum pidana di luar KUHP) yang
sifathya melengkapi hukum pidana umum pada dasarnya sudah

tidak lagi berpegang teguhpada prinsip pertanggungjawaban pidana

46 Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan
Korporasi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, him. 16.
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secara pribadi yang dianut dandipertahankan sejak dibentuknya

WVS Belanda 1881 (diberlakukan 1886).

Beberapa peraturan  perundang-undangan  Indonesia
tampaknya telah menganut sistem pertanggungjawaban strict
liabilitiy (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat
kesalahan) dan vicarious liability (pembebanan tanggung jawab
pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau

korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana.*’

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3

(tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang
bertanggungjawab.

2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang
bertanggungjawab.

3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang

bertanggungjawab.*®

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana
korupsi diterangkan didalam pasal 1 UU PTPK yang menyatakan
bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

47 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang, 2005, him. 344-345
“81bid, him. 345.
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hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi
subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas daripada
pengertian rechts persoon yang umumnya diartiakan sebagai badan
hukum.atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-
undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan

cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.*®
E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah Tiada
Pidana jika tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit
reum nisi mens sistrea).’® Pertanggungjawaban pidana (criminal
responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si
pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi

unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap
orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum dengan
sendirinya harus dipidana, pertanggungjawaban pidana lahir dengan
diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan

sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, dan secara

4ibid, him. 349.
%0 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, him. 165.
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subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat

dikenai pidana karena perbuatan tersebut.>!

Dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah kesalahan.
Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya
dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak
pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan
merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.
Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak
pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela oleh karena

perbuatan tersebut.>?

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada
ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dijelaskan
mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1)

KUHP :
Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam

tubuhnya atau jiwa yangterganggu karena penyakit, tidak dapat
dipidana.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus
mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu

kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

51 Neng Sarmida, Aria Zurneti, Nilma Suryanti, Diktat Hukum Pidana, Bagian Hukum
Pidana Universitas Andalas, Padang, 2002, him. 92.
*2ibid
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1. Kesengajaan

Menurut memorie van toelichting, kata ‘’dengan sengaja’’

(opzettelijk) adalah sama dengan “‘willens en weten’’ (dikehendaki

dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan,

perbuataannya juga mengetahui atau mengerti (weten) hal

tersebut.>®

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga

macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh
khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu
tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.
Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini,
berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu
akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman
hukuman ini.

b. Kesengajaan secara sadar kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari
delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti

perbuatan itu.

%3 Frans Maramis, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2012, him 119.
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c. Kesengajaan secara sadar kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan,
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan
akibat itu. Atau dengan kata lain ada keadaan tertentu yang
semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.
Jika pelaku tetap melaksanakan kehendaknya meskipun ada
kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya
terjadi atau mengetahui ada akibat lain tetapi tetap
menginginkan maka terjadilah kesengajaan.®
2. Kealpaan (Culpa)
Undang-undang tidak member definisi apakah kelalain itu. Hanya
Memori Penjelasan mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak
antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga culpa itu
dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Oleh karena itu
delik culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga
diadakan pengurangan pidana.>*Delik culpa mengandung dua
macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang
tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah
perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya

sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat

%4Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia. Unila. Lampung, 2009, HIm.103-104.

%5 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineke Cipta, Jakarta, 2008,
him. 125.
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dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi
yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri

sudah diancam dengan pidana.®®

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tidak,
tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana ditentukan
berdasar pada kesalahan pembuat (liabilitybased on fault), dan bukan
hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.Keadaan
batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya
dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak
boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan
perbuatan  tersebut  menyebabkan  yang  bersangkutan  dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak
pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat
membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan

hukum.®’

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti
memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat
dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal

atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan

%61bid, him. 129.
57 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggun
jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, him. 89.
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yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan
sesuatu  yang berada diluar pengertian  kesalahan. Mampu
bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan
bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum
manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban
pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.*®Apabila orang yang
melakukan perbuaan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka
tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan
walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia
tentu tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak

ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa
pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan
dalam undang-undang, maka orang tersebut patut
mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan
perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan,
seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan
dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut

*Bibid
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Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi hanya
dibebankan kepada penyelenggara Negara dan korporasi. Penyelenggara
Negara dapat minta pertanggungjawaban pidananya apabila ada
pemufakatan jahat berupa suap dan gratifikasi dan menyalahgunakan
kewenangan dengan memperkaya dirinya sendiri serta menimbulkan
kerugian Negara. Sedangkan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada pengurus korporasi dalam delik korupsi ialah perbuatan menyuap

pejabat publik.

F. Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan
“authority’’ dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid’’ dalam bahasa
belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai
“’Legal Power, a right to command or to act, the right and power of public
officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of
their public dutie’*°(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan
hukum hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat
publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan
kewajiban publik)

Secara teoritis, wewenang merupakan istilah yang lazim dikenal
dan digunakan dalam hukum administrasi, bahkan dalam kepustakaan
Hukum Administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian

penting dan bagian awal dari Hukum Administrasi karena obyek Hukum

% Nur Basuki Winamno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,
Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, him. 65.
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Administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs bevoegdheid)
dalam konteks hukum publik).®° Istilah ini seringkali dipertukarkan
dengan istilah kewenangan. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut
kewenangan sebagai konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi.? Dalam banyak literatur istilah “wewenang” seperti
disampaikan di atas banyak dipersamakan dengan istilah ‘“kewenangan”.
Namun, ada pula ahli hukum yang juga membedakannya seperti yang
disampaikan Ateng Syafrudin dan S.F Marbun diatas.

Dari sudut bahasa hukum wewenang berbeda halnya dengan
kekuasaan,kekuasaan hanya menggambarkan hak bertindak/berbuat atau
tidak berbuat,sedangkan wewenang secara yuridis, pada hakikatnya hak
dan kewajiban (rechten enplichten). Terkait dengan otonomi daerah hak
mengandung arti kekuasaan untukmengatur sendiri (zelfregelen) dan
mengelola sendiri (zelfbestuuren).?

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan sebagai
dasardalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap
negara hukumterutama bagi negara negara hukum yang menganut sistem
civil law atau sistem hukum eropa kontinental. Asas legalitas ini
digunakan dalam bidang hukumadministrasi negara yang memiliki makna,

dat het bestuur aan de wetisonderworpen (bahwa pemerintah tunduk

8 Philiphus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan
Kedua, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2012, him. 10.

61 Ridwan HR, op.cit, him. 99.

2Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi
Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fak. Hukum Unpad Bandung, 2000, hal.
2.
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kepada undang undang) atau hetlegaliteitsbeginsel hond in dat alle
(algemene) de burgers bindende bepaligenop dewet moeten berusten (asas
legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yangmengikat warga negara
harus didasarkan pada undang-undang).®®

Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo, Legalitas adalah syarat yang
menyatakan bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi
negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis), dalam
arti luas bila sesuatu dijalankan dengan dalih “ keadaan darurat” maka
kedaruratan itu wajib dibuktikan, kemudian jika tidak bisa dibuktikan
maka perbuatan tersebut bisa digugat ke pengadilan.

Secara teoritik, Di Indonesia kewenangan pemerintah yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara
seperti yang disebutkkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-
Undang.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh
Wewenang melalui Atribusi apabila:

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

8 Ridwan HR, op.cit, hal. 91.
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b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan.

Badan dan/atau  Pejabat = Pemerintahan  yang
memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab
Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak
dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau

undang-undang.

. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan
tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya
kepada penerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan
wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat
yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis
tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada
penerima delegasi.

Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi
tersebut dengan berpegang dengan asas “contrarius actus”.

Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu
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“keputusan” dan  badan/pejabat itu  juga  yang
mencabut/membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal
13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan
Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan
ketidakefektifan  penyelenggaraan  pemerintahan, Badan
dan/atau =~ Pejabat  Pemerintahan ~ yang  memberikan
pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang
yang telah didelegasikan.

Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi
mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama
pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil
penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus
menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

yang memberikan Mandat.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Adminitrasi Pemerintahan juga terdapat AAUPB (Asas-asas

Umum Pemerintahan yang baik) sebagai prinsip yang dijadikan
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pedoman bagi pememerintah dalam menjalan tugas
pemerintahan, yang diakui dan ditempatkan sebagai hukum
tidak tertulis. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi
Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai

berikut :

a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara
hukum yang mengutamakan landasan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan;

b. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus
diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan
individu yang satu dengan kepentingan individu yang
lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3)
kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan
kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)
kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6)
kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan
generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan
ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

c. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan
badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  dalam
menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau
Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para
pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

d. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti
bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap
untuk  mendukung legalitas penetapan dan/atau
pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga
keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan
dipersiapkan dengan cermatsebelum keputusan dan/atau
tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas
yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat
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pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain
dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan
tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,
dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani
masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara;

g. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan
tidak diskriminatif;

h. Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang
memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan
biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, UU Administrasi Pemerintahan membedakan
definisi wewenang dengan kewenangan. “Wewenang” didefinisikan
sebagai “hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan ~ dalam  penyelenggaraan = pemerintahan.””  Sedangkan
“kewenangan” merupakan sebutan dari kewenangan pemerintahan yang
dimaksudkan sebagai “kekuasaan badan dan/ atau pejabat pemerintahan
atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum

publik.”
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G. Konsep Penyalahgunaan Wewenanng

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi
Negara selalu diparalelkan dengan konsep detournament de pouvoir dalam
sistem hukum Prancis atau abuse of power/misuse of power dalam istilah
bahasa Inggris.®* Secara historis, konsep “detournament de pouvoir”
pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga
Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan
dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “de principes

generaux du droit”.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan
terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan dan atau
tindakan pemerintah/penyelenggara negara. Cacat hukum keputusan
dan/atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya
menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur
dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan
penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni:
cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Ketiga hal tersebutlah

yang menjadi hakekat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Secara yuridis, Di Indonesia mengenai menyalahgunakan
kewenangan karena jabatan, ditemukan dalam UU Administrasi

Pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan

6 Philiphus M. Hadjon, dkk., op.cit, him. 21-22.



54

yang Baik (AUPB), yang diantara berupa “asas tidak menyalahgunakan

kewenangan”.

UU Administrasi Pemerintahan

Penyalahgunaan Wewenang
(Pasal 17 s.d. Pasal 18)

Asas Tidak Menyalahgunakan
Kewenangan (Pasal 10 ayat (1)
huruf e)

Larangan melampaui Wewenang:
Tindakan
yang dilakukan melampaui masa

a. Keputusan dan/atau

jabatan  atau  batas = waktu
berlakunya Wewenang
b. Keputusan dan/atau Tindakan

yang dilakukan melampaui batas

wilayah berlakunya Wewenang

c. Keputusan dan/atau Tindakan
yang dilakukan  bertentangan
dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan

Tidak melampuai kewenangan

Larangan mencampuradukan Wewenang:
Tindakan

yang dilakukan di luar cakupan

a. Keputusan dan/atau
bidang atau materi Wewenang
yang diberikan

Tindakan

bertentangan

b. Keputusan dan/atau
yang dilakukan
dengan tujuan Wewenang yang

diberikan

Tidak mencampuradukkan

kewenangan

Larangan bertindak sewenang-wenang:

a. Keputusan dan/atau Tindakan

Tidak

kewenangannya

menggunakan

untuk
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yang dilakukan tanpa dasar | kepentingan pribadi atau
Kewenangan kepentingan yang lain dan tidak

b. Keputusan dan/atau Tindakan | sesuai dengan tujuan pemberian
yang dilakukan bertentangan | kewenangan tersebut

dengan Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap

Adam Chazawi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan”
sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak
untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal
yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan
“menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi
dua syarat, yaitu: a) si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan
berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai
kewenangan yang dimaksudkan;

b) kedudukan atau jabatan yang

mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau

dimilikinya.%®

Badan Pemeriksa Keuangan, mengartikan ‘“menyalahgunakan

kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan
dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam

peraturan, petunjuk tata Kkerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan

65 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi...., op.cit, him. 66.
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berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari

pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.%®

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dapat
ditemukan dalam rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang selalu
dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang pejabat publik
(menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), yang rumusannya sebagai

berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan ... rupiah).”

Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti
orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi
sebagai rechtsperson tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan
seperti natuurlijke person, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan
Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yaitu

aparatur Negara atau pejabat publik.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan
Tipikor merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf

d, dan huruf e UU Pemberantasan Tipikor.

%Ibid, him. 61.



